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DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA \
PEREKONOMIAN ANTAR WILAYAH DI INDONESIA -

—~——

Azwardi

ABSTRACT

The main objective of this research is to analyze the impact of fiscal decentralization on
sserregional economic performance in Indonesia. In this analysis the method used to explain the
spact & pudtiplier (income and output multiplier) and it is extended to an Interregional
Compnachle General Equilibrium (IRCGE) model based on the development of Interregional
Social Accounting Matrix (IRSAM). The study found that development expendinee gave greater
wmcome mdiiplier and ovtput multiplier than current expendinare. On the whole the intraregional
e Bave more impact than outer Java. Based on the results of the simulation scenario, the
reiction on current expendinae caused the decrease of interregional economic performance.
Meaewhile the increase of PAD caused greater interregional economic performance and the
screase of revenue sharing for ower Java cawsed the decrease of interregional economic

peformance.
Koywords: The Impact of Fiscal Decentralization, Interregional Computable General Equilibriven
(IRCGE), Interregional Social Accowiting Matrix (IRSAM), Economic Performance.

ABSTRAK

Pemelitian ini bertujuan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian
et wilayah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah income mudtiplier dan output
ﬂ;ﬁrmdp&hxzdmgmnmdelkcmmbmgmmmmwda)ahamlmmgiwd
Computable General Equilibrium (IRCGE) yang dibangun berdasarkan Interregional Social
Accosnting Matrix (IRSAM). Hasil penelitian memanjukkan balwa pengeluaran pembangunan
mmw&ammmmﬁwm@wm
pengeluaran nutin. Secara keseharuhan intraregional Jawa memperoleh dampak yeng lebih besar
Joa dibandingkan Luar Jawa. Hasil simulasi skenario penguwrangan pengeluaran ruin akean
menmyebabkan kinerja perekonomian amar wilayah mermurun;  sedangkan meningkatrya PAD
memyebabkan kinerja perekonomian antar wilayah meningkat dan meningkatrya Dana Bagi hasil
sk Luar Jawa menyebabkan memarvnya kinerja perekonomian antar wilayah.

Kata Kunci: Dampak Desentralisasi Fiskal, Interregional Computable General Equilibrium
(IRCGE), Interregional Social Accounting Matrix (IRSAM), Kinerja Perekonomian.

PENDAHULUAN
enerapan desentralisasi pemerintahan
dalam era otonomii daerah berimplikasi
luas terhadap tata pemerintahan di
dsersh.  Pelaksman  otonomi  daerah telah
memberikan ruang  kepada daerah untuk

mengelola pemerintahan berdasarkan inisiatif
lokal (local discretion) yang dimiliki, sehingga
pemberian pelayanan kepada publik dapat
dilakukan secara optimal (Chalid, 2005).
Karena itu, peranan anggaran cukup peating,
khususnya dalam pembiayaan pembangunan.

72



Dampak Desentralisas Fiskal terhadap Kinerja Perskonomien antar Wiksyah d Indoness (Azward)

@

Permasalahan anggaran dalam masa
otonomi daerah masih sering diperdebatkan oleh
daerah. Fenomena ini muncul karena selama ini
di Indonesia terdapat hubungan yang asimetris
antara pemerntzh pusat dengan pemerintah
daerah di bidang keuangan publik. Kondisi ini
mengakibatkan terjadinya ketimpangan fiskal
secara vertikal (vertical fiscal imbalance) dan
ketimpangan fiskal secara horizontal (horizontal
fiscal imbalance), sehingga akhimya menimbul-
kan ketimpangan antar wilayah (regional
inequality), khususnya antara Jawa dan Luar-
Jawa (Hidayat, 1992: 271-273; Wuryanto, 1996:
173-179; Silalahi, 2000: 8§7-101; Sjafrijal, 2000
11-16).

Kondisi tersebut berimplikasi terhadap
kecemburuan antar wilayah, sehingga me-
nimbulkan berbagai gejolak di beberapa daerah
vang diskapi oleh pemerintahan Habibie
dengan mengeluarkan UU NO. 22 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU NO. 25 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Daerah.

Selanjutnya timbul suatu pertanyaan
sampai sejauh manakah kebijakan desentralisasi
fiskal melalui UU NO. 25 tahun 1999 yang
dimulai sejak 1 Januari 2001 dapat meningkat-
kan kinerja perekonomian antar wilayah (Jawa-
Luar Jawa) secara keseluruhan? Selain
bagaimana dampak berkurangnya pengeluaran
rutin, peningkatan PAD dan peningkatan Dana
Bagi Hasil apabila dialokasikan untuk mebiayai
pengeluaran pembangunan terhadap kinerja

ian antar wilayah di Indonesia.
Pertanyaan tersebut timbul karena sebagian
besar daerah mengeluhkan bahwa kebijakan
fiskal pemerintah dirasakan masih belum cukup
untuk membiayai pembangunan daerahnya.
TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori
Teori Keseimbangan Umum dan Model

menggunakan partial equilibrium anaiysis,
Sedangkan interaksi antara pelaku ekonomi dj
berbagai pasar dapat dianalisis dengan meng-
gunakan general equilibrium analysis yang
merupakan rujukan Walrasian equilibrium dan
selanjutnya digunakan sebagai pijakan untuk
menjelaskan model keseimbang-an  umum
ekon mi (Computable General Equilibrium
atau CGE).

Model CGE digunakan sebagai pedoman
untuk menganalisis keterkaitan antara berbagai
pasar yang mencakup interaksi antara industri,
faktor produksi dan institusi, termasuk pe-
menintah bilamana terdapat suatu kebijakan
yang berdampak bagi seluruh perekonomian,
Model CGE berpijak dani general equilibrium
theory, relatif lebih baik bila digunakan untuk
mengkaji dampak dari berbagai kebijakan
pemermnhdnbmdmgknndmgmmodcl lainnya

1990: 1-26; Chowdury and
Kn‘kpamck. 1994: 96; Gillis-Perkins-Roemer-
Snodgrass, 1997; 114-115; Vargas, 199:34).

Social Accounting Matrix (SAM)

Model CGE dibangun dengan meng-
gunakan Tabel SAM (Social Accounting
Matrix), *akni sebush matrik yang merangkum
secara menyeluruh yang diklasifikasikan men-
jadi dua kelompok, yaitu neraca endogenous
dan neraca eksogenous. Neraca enmdogenous
produksi, sedangkan  aktivitas lainnya di-
masukkan ke dalam neraca eksogenous (Tirta
Hidayat, 1991; 340 ; Wuryanto, 1996; 83-84 ).

Dalam Tabel SAM prinsip double
entry digunakan dalam pembuatan Social
Accounting Matrix, yaitu penerimaar sama
dengan pengeluaran. Tabel SAM dapat dibagi
Matrix untuk satu perekonomian dan  [Inter
Regional Social Accounting Matrix atau
IRSAM yang cenderung memberikan gambar-
an lalu lintas perekonomian antar wilayah.




Fiskal

Menurut Boex (2001: 3) pengertian
i fiskal adalah:

‘iitddawwdimionutlzmtgmemqf
powers and mana-
gement responsibilities to lower levels of

This  defini‘ion  implicitly
msumes that local governments have a
cerszin degree of fiscal discretion of auto-
mooy. and that subnational governments
are primarily accountable to their regional
or Jocal constituents ",

Selanjutnya Boex dan Martinez-
Vaxpez mengemukakan empat pilar desen-
seas fiskal (Boex, 2001: 4-7, Martinez-
Waaguez, 2002 5-10). Pa-tmna,kmxangan

‘ i
3
3

.

dana tambahan sebagai bantuan yang diberikan
okeh pemenntah  pusat kepada pemerintah
dweraly,  keempat, pinjaman drerah  untuk
.—pddistymgmqadumabelmplebih

Berdasarkan  pengertian  tersebut,
metalul desentralisasi fiskal terjadi pelimpahan
wewenang dan tanggung jawab pengelolaan
ﬂi&tpeamhptmkepahpunatmh
daersh, mehpun pengeluaran, penerimaan,
sansfer dan  pinjaman daerah yang di-
permanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kebijakan Anggaran (Budget Policy)

Salah satu pelaku ekonomi dalam
k=gziatan perekonomian adalah pemerintah yang
dapat  menetapkan  kebijakan di  bidang
angaaran. Budget policy menurut Musgrave
(1959: 205-231) dapat mengakibatkan terjadi-
ma perubahan pada tiga aspek yang saling
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berkaitan, yaiu: resource transfer, incidence
and output

Kebijekan anggaran pemerintah mem-
punyai pengaruh terhadap peralihan pemakaian
sumberdaya yang dibutuhkan oleh pemerintzh
dan swasta. Keadaan ini meng-akibatkan
terjadinya perubahan pendapatan yang di-
terima oleh berbagai institusi. Selanjutnya
anggaran pemerintah akan berpengaruh ter-
hadap ketersediaan sumberdaya yang dapat
digunakan oleh swasta untuk menghasilkan
sejumiah owgpud, sehingga berdampak terhadap
perubahan teknologi dalam proses produksi,
penawaran tenaga kera dan tabungan dalam
struktur perekonomian secara keseluruhan.

Penelitian Terdahulu

Model CGE pertama kali dikemuka-
kan Leif Johansen pada tahun 1960 dalam
disertasinya yang berjudul A Multi-Sectoral
Study of Economiz Growth yang menganalisis
pertumbuhan ekonomi Norwegia. Tulisannya
mengkaji dampak berubahnya alokasi input
terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meng-
integrasikan berbagai variabel ekonomi (dalam
Bergman, 1990: 6-10; dan dalam Chowdury
dan Kirkpatrick, 1994; 94-104).

Penelitian mengenai dampak desen-
tmhsasl fiskal terhadap kinerja perekonomian

dengan menggunakan model keseimbangan
umum antar wilayah relatif masih terbatas,
antara lain untuk Indonesia baru dilakukan oleh
Wuryanto (1996). Dalam disertasinya berjudul

“Fiscal Decentralization and Economic

Performance In Indonesia: An Interregional
Conp:dableGmaquuﬂbrﬁmAppmadn",
Wuryanto ingin melihat dampak desentralisasi
fiskal terhadap kinerja perekonomian nasional
dan regional secara komprehensif.

Model IRCGE atau Interregional
Computable General Egquilibrium yang di-
gunakan Wuryanto (1996) merupakan perluasan
dani model CGE sektor riel dan moneter
Indonesia yang dibangun oleh Thorbecke dalam
studinya vang berjudul “Adjustment ard Equity
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in Indonesia: A Computable General Equi-
librium Model Integrating Real and Financial
Transactions ( Thorbecke,1992: 85-100).

Wauryanto (1996) dalam penelitiannya
hanya berpijak pada sisi riel model Thorbecke
dan menghilangkan aspek moneter serta
memperluasnya dengan membagi Indonesia
menjadi dua wilayah makro, yaitu Jawa dan
Luar Jawa serta memasukkan unsur pemerintah
daerah di samping pemerintah pusat. Rumah-
tangga dan faktor produksi di Jawa dipecah
n:njadi wilayah mikro yang terdiri dari Jawa
Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedang-
kan luar Jawa meliputi Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi dan Indonesia Timur.

Berdasarkan hasil simulasi pening-
katan pertumbuhan ekonomi nasional akan
selalu diikuti oleh peningkatan ekonomi di satu
wilayah dan penurunan ekonomi di wilayah
lainnya. Wilayah Jawa lebih diuntungkan
karena kontribusi perekonomian Pulau Jawa
cukup dominan bagi perekonomian Indonesia.
Cara yang ditempuh oleh pemerintah daerah
dalam mengalokasikan secara sektoral tambah-
an transfer antar tingkatan pemerintahan
memberikan akibat yang khas bagi masing-
masing wilayah makro. Di Jawa ‘“reaksi”
ckonomi wilayah terhadap tambahan transfer
- yang dialokasikan untuk program pembangunan
infrastruktur sosial lebih baik dibandingkan bila
alokasinya dialihkan untuk program pem-
bangunan  infrastruktur  ekonomi.
kondisi sebaliknya terjadi di Luar Jawa. Dalam
konteks perekonomian wilayah terdapat trade-
off antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat
kesenjangan pendapatan antar-rumahtangga.

METODE PENELITIAN
Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini  Indonesia
diklasifikasikan menjadi dua wilayah makro,
yaitu Jawa dan Luar Jawa. Dalam setiap
wilayah makro dilakukan aggregasi faktor
preduksi dan rumaliangga. Sedangkan untuk
pemerintah daerah merupakan aggregasi dari
75

pemerintah kota.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan untuk
membuat Tabel IRSAM 2001 dan membangun
model /RCGE dalam penelitian ini adalah daty
sekunder berupa data silang (crass section).
Data sekunder meliputi Tabel SAM Indonesia
2000 yang di-update menjadi Tabel SAM 2001
dengan menggunakan Sakemas Tahun 2001,
Susenas Tahun 2001, PDB Tahun 2001, PDRB
Tahun 2001, Statistik Keuangan Daerah Tahun
2001, Neraca Modal Pemerintah Pusat Tahun
2001, Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2001,
APBN Tahun 2001, APBD Tahun 2001,
Matriks Investasi Pemerintah Pusat Tahun 2001,
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 2001 dan
Statistik Indonesia Tahun 2001, Data skunder
diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan
Dirktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

METODE ANALISIS

Dalam penelitian ini  digunakan
multiplier analysis (owput  pultiplier  dan
income mudiplier) dengan bantuan software I-O
SAM untuk menjawab dampak pelaksanaan
desentralisasi fiskal terhadap kineda per-
ekonomian antar wilayah di  Indonesia
Sedangkan model /RCGE digunakan untuk
mengetahui dampak berubahnya variable shock
yang dibandingkan dengan kondisi awal
(baserum). Model IRCGE dalam penelitian ini
terdin dani sembilan blok persamaan, meliputi
regional, pendapatan dan pengeluaran institusi,
pemerintah  pusat dan  daemh, tabungan-
inw.stasi,pmdtkdmmikbnm,smllmrhwga
dan keseimbangan. Secara keseluruhan model
IRCGE penelitian terdii dan 78 block |
equations, 369 single equations, 87 block
variables dan 416 single variables, secara teknis
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regional. Nilai regional imports, masing-
masing sebesar Rp 406252050 (58,64 %)
untuk Jawa dan untuk Luar Jawa senilai Rp
286523310 (41,36 %).

Pendapatan untuk wilayah mikro di
Jawa tertinggi diperoleh rumahtangga West
Java (Rp 845.662.710). Sedangkan di Luar
Jawa pendapatan rumahtangga tertinggi dicapai
oleh Sumatera (Rp 644.795390). Tingkat
ketimpangan di wilayah Jawa
sebesar Rp 254438700 lebih tinggi bila
dibandingkan dengan Luar Jawa, yaitu sebesar
Rp 242.210.940. Tingkat pengangguran di Jawa
relatif lebih tinggi, yakni sebesar 4.90%,
sedangkan di Luar Jawa sebesar 4,50%.

Dampak Menurunnya Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah di Jawa Sebesar 20%

Dalam skenario 1 pengeluaran rutin
pemerintah daerah (Pemda) di Jawa mengalami
pengurangan sebesar 20%, diasumsikan diguna-
kan sebagai dana tambahan untuk pengeluaran
pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan
pelayanan umum. Pengurangan pengeluaran
rutin di Jawa memperlemah Kinerja pereko-
nomian di kedua wilayah makro. Pengurangan
pengeluaran rutin di Jawa yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran di sektor pelayanan
umum memberikan dampak yang lebih tinggi
terhadap penurunan kinerja perekonomian Jawa
dibandingkan bila diguna-kan untuk sektor
ekonomi atau susial.

Dampak Menurunnya Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah di Luar Jawa Sebesar
30%

Dalam skenario 2 pengeluaran rutin
Pemda di Luar Jawa mengalami pengurangan
sebesar 30%, digunakan sebagai dana tambahan

untuk pengeluaran pembangunan  di sektor

ekonomi, sosial dan pelayanan umum.
Pengurangan pengeluaran rutin di Luar Jawa
juga memperlemah kinerja perckonomian di
+ kedua wilayah makro. Pengurangan pengeluar-
an rutin di Luar Jawa yang digunakan untuk
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membiayai pengeluaran di sekior sosial mem-
berikan dampak yang lebih tinggi terhadap
penurunan kinerja perekonomi-an Luar Jawa,
dibandingkan bila digunakan untuk sektor
ekonomi atau pelayanan umum.

Dampak Meningkatnya Penerimaan PAD
Pemerintah Daerah di Jawa Sebesar 15 %

Dalam skenanio 3 penerimaan PAD
Pemda di Jawa meningkat sebesar 15% yang
diasumsikan digunakan sebagai dana tambahan
untuk membiayai pengeluaran pembangunan di
sektor ekonomi, sosial dan pelayan umum.
Peningkatan PAD di Jawa akan meningkatkan
kinerja perekonomian di kedua wilayah makro.
Peningkatan PAD di Jawa yang digunakan
untuk membiavai pengeluaran di sektor pe-
layanan umum memberikan dampak yang lebih
tinggi terhodap peningkatan kineria per-
ekonomian Jawa, dibandingkan bila digunakan
untuk sektor ekonomi dan sosial. Meningkatnya
kinerja perekonomian menimbulkan mrade-off
dengan tingkat ketim-pangan pendapatan di
kedua witayah makro.

Dampak Meningkatnya Penerimaan PAD
Pemerintah Daerah di Luar Jawa Sebesar
30 %. :

Dalam skenario 4 penerimaan PAD
Pemda di Luar Jawa meningkat sebesar 30%
yang diasumsikan digunakan sebagai dana
tambehan untuk membiayai pengeluaran pem-
bangunan di sektor ckonomi, sosial dan
pelayanan umum. Peningkatan PAD di Luar
Jawa juga akan meningkatkan kinerja per-
ckonomian di kedua wilayah makro. Pe-
ningkatan PAD di Luar Jawa yang digunakan
untuk membiayai pengeluaran di  sektor
ekonomi memberikan dampak yang lebih tinggi
Luar Jawa, dibandingkan bila digunakan untuk
sektor sosial atay pelayanan umum. Meningkat
nya kineria perekonomian  menimbulkan trade-
off dengan tinghat ketimpangan pendapatan di
kedua wilsysh makro.




sk membiayai pengeluaran di sektor sosial
rﬂhh:pkymglebihmuﬂmdap
| pemraman kinerja Luar Jawa,
| @endingian bila digunakan untuk sektor
| shomoms atau pelayanan umum.
AESIMPULAN DAN SARAN

- Rssmpabin

ni.mnmdxjawaymgdxgmalm
ik membiayai pengeluaran di sektor

umum memberikan dampak
yeng lebih tinggi terhadap penurunan
kinega perekonomian Jawa, dibandingkan
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nurunan kineja perekonomian Luar Jawa,
dibandingkan bila digunakan untuk sektor
ekonomi atau pelayanan umum. Menurun-
menurunnya tingkat ketimpangan pen-
dapatan di kedua wilayah makro.

. Peningkatan PAD di Jawa akan me-

ningkatkan kinerja perekonomian di kedua
wilayah makro. Peningkatan PAD di Jawa
yang dngumlm untuk  membiayai

an Luar Jawa, dibandingkan bila digunakan
untuk sektor sosial atau pelayanan umum.
Meningkatnya  kinerja  perekonomian
menimbulkan frade-off dengan tingkat
ketimpangan pendapatan di kedua wilayah
makro.

. Peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) di

Luar Jawa memperlemah kinerja per-
78
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ekonomian di kedua M:“m
Peningkatan DBH di Luar yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran
di sektor sosial memberikan dampak yang
lebih tinggi terhadsp penurunan kinerja
perekonomian Luar Jawa, dibandingkan
bila digunakan untuk sektor ekonomi atau
pelayanan umum. Menurunnya kinesja
tingkat ketimpangan pendzpatan di kedua
wilayah makro,

Saran

Berpijak dari hasil pencliian yang
dilakukan, terdapat beberapa saran untuk
kebijakan, yaitu sebagai berikut :

I Pemerintah dapat memperkecil ketimpang-
an antara Jawa dengan Luar Jawa melalui
penggabungan kebijakan fiskal dengan
kebydmm.myadahmquk
perkreditan dan mendorong investor untuk
berinvestasi di Luar Jawa dengan me-
dibutuhkan.

2. rutin seyogyanya

membiayai pengeluaran  pembangunan
di kedua wilayah makro. Pemerintah
daersh dan pemerintah pusat perlu me-
lakukan koordinasi agar penerapan Perda
schingga tidak mendistorsi perekonomian,
4. Model IRCGE penelitian dapat di-
embangkan atas periode jangka pendek dan
dalam penelitian ini dapat diuji kembali dan
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optimal.
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